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Pemohon mengisi formulir | Petuaas PPID mencatat
ESE"E?:%% ?Ealgt?éﬁan Febiratar_'l dan melda_mpirkan Formulir keberatan disampaikan permgahanan keberatan dalam
dipenuhinya permohonan otokopi identitas dir secara langsung ke meja - :
in?nrmasi 11Itlr:ialpr;rn jangka waktu (KTP/SIM/Paspor) serta layanan PPID atau melalui treg'ljstet;r ﬁ-n r‘nem_berlkan
paling lambat 30 (tiga puluh) dokumen pendukung media yang tersedia anda DUkl penerimaan
hari kerja sejak menerima (termasuk salinan permohonan (website, email, atau surat). keberatan kepada pemohon.

informasi dan jawaban
PPID, jika ada).

Proses Penanganan Tanggapan Keberatan Jika Tidak Puas =4 Persyaratan Pengajuan
Keberatan Keberatan

jawaban.

@ Mengisi formulir keberatan
> ) @ Fotokopi identitas diri
4 y aspor
(KTP/SIM/Paspor)
f:g;gg ;aﬁi?eﬂﬁﬂ;hfég:éja i e @ salinan permohonan informasi
: ika pemohon tidak puas atas

Atasan PPID melakukan pemohon paling lambat tanggapan Atasan PPID, pemohon @ Salinan jawaban PPID (jika ada)
pemeriksaan terhadap alasan 30 (tiga puluh) hari kerja dapat mengajukan permohonan
keberatan dan berkoordinasi sejak keberatan diterima. penyelesaian sengketa informasi @ Dokumen pendukung lain yang
dengan PPID untuk menyiapkan Tanggapan dapat berupa ke Komisi Informasi Provinsi relevan
tanggapan. menerima, menolak, atau Kepulauan Riau paling lambat

memberikan sebagian 14 (empat L‘:elasgJ hari kerja sejak

informasi yang diminta. menerima tanggapan keberatan.

a o .
® Jangka Waktu Pelayanan ;’\ Dasar Hukum Media Pengajuan Keberatan
Website
Datang Langsung : - . ;
. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ﬁ r hittps:fwww.disperkim kepriprov.go.id/
T?‘nggap?“ tEl‘tu|1ls Atasan PPID tentang Keterbukaan Informasi Publik . HE?:'* LE"“““FFE[I:' . Email
dlsampa|kan palmg,lambat 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Dines Perkim Provinzi ol dispeskrim.prov@gmail.com)
30 (tiga puluh) hari kerja tentang Standar Layanan Informasi Publik JI. H. Muhammad Sani Surat
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